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BAB  II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 

 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK 

Anak sebagai warganegara memiliki hak untuk diberikan 

perlindungan hukum oleh negara. Yang dimaksud l denganl perlindunganl 

adalahl pemberianl jaminan atasl keamanan, lketentraman, kesejahteraan ldan 

kedamaian daril pelindung atasl segala bahayal yang mengancaml pihak lyang 

ldilindungi.21 

Pengertianl perlindungan adalahl tempat lberlindung, hal (perbuatanl 

dan lsebagainya) lmemperlindungi. Dalaml Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan 

melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah atau berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). 

Menurut Philipus M. Hardjon, yang dimaksud dengan perlindungan 

hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan 

pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna 

kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh 

hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan 

keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, 

baik pada peringkat individu maupun struktural22. 

                                                 
21 Abintoro Prakoso, Hukum Pelindung Anak, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo. 2016, 

hlm.4 
22 Ibid. hlm. 5 
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Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun23. 

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan 

dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun 

martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap 

orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman 

untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. 

Suatul perlindunganl dapatl dikatakanl sebagail perlindungan lhukum 

apabila mengandungl unsur-unsurl sebagai lberikut : (a) adanya l pengayoman 

daril pemerintah terhadapl lwarganya; (b) jaminanl kepastian lhukum; (c) 

berkaitanl dengan lhak-hak lwarganegara; (4) adanya l sanksi hukumanl bagi 

pihakl yang lmelanggarnya. 

Bentuk perlindunganl hukum yangl diberikan oleh suatu negara 

memiliki dua sifat yaitu pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk 

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi 

penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-

                                                 
23 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74 
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lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) lainnya. Hal 

ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirjosisworo, yang 

menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat 

dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah 

adanya institusi-institusi penegak hukum.24 Sedangkan menurut Satjipto 

Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan kekuasaan keapdanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak 

karena hak mengandung unusr perlindungan dan pengakuan25. 

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi ;  (1) non 

diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup dan perkembangan anak; (4) penghargaan terhadap 

pendapat anak. Kemudian, anak-anak yangl kebetulan berhadapanl dengan 

hukuml menurut Arifl Gosital dalam Nashrianal adal beberapa lhak-hak lanak 

yang berhadapanl dengan hukuml yang harusl diperjuangkan lpelaksanaannya 

lbersama-samal yaitu26  

a) Sebeluml Persidanganl sebagai l Pelakul 

(1) Hakl diperlakukan sebagail yang beluml terbukti lbersalah 

(2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-

tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, 

                                                 
24 Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, Journal of Financial 

Economic, No 58, Oktober 1999. hlm. 9 
25 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54 
26 Arif Gosita dalam Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, 

Jakarta: Rajawali, 2004, hlm. 20-23. 
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fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan 

tempat penahanan misalnya); 

(3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka 

mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan 

datang dengan prodeo. 

(4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 

pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang 

berwajib). 

b) Selamal Persidanganl sebagail Pelakul 

(1) Hakl untuk mendapatkanl penjelasan mengenai l tata lcara 

persidanganl dan lkasusnya; 

(2) Hakl untuk mendapatl pendamping, penasihatl selama 

lpersidangan; 

(3) Hakl untuk mendapatkanl fasilitas ikutl serta lmemperlancar 

persidangan mengenail dirinyal (transport, lperawatan, 

lkesehatan); 

(4) Hakl untuk mendapatkanl perlindungan terhadapl tindakan-

tindakanl yang lmerugikan, yang menimbulkanl penderitaan 

lmental, fisik, sosiall (berbagai macaml ancaman, lpenganiayaan, 

cara danl tempat-tempatl penahanan lmisalnya); 

(5) Hakl untuk lmenyatakan lpendapat; 

(6) Hakl untuk memohonl ganti kerugianl atas perlakuanl yang 

menimbulkanl penderitaan, karenal ditangkap, lditahan, ldituntut 
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ataupunl diadilil tanpal alasanl yangl berdasarkan lundang-undang 

ataul karena kekeliruanl mengenai orangnya l atau hukuml yang 

diterapkanl menurut caral yang diaturl dalam KUHAPl (Pasal 1 l 

ayat l22); 

(7) Hakl untuk mendapatl perlakuan lpembinaan/penghukuman lyang 

positif, yangl masih mengembangkan l dirinya sebagai l manusia 

lseutuhnya; 

(8) Hakl akan persidanganl tertutup ldemi lkepentingannya 

c) Setelahl Persidangan sebagail Pelakul 

(1) Hakl untuk mendapatkanl pembinaan ataul penghukuman lyang 

manusiawi sesuail dengan lPancasila, Undang-Undangl Dasar 

l1945, dan idel mengenai lPemasyarakatan; 

(2) Hakl untuk mendapatkanl perlindungan terhadapl tindakan-

tindakanl yang lmerugikan, yang menimbulkanl penderitaan 

lmental, fisik, lsosial (berbagai lancaman, penganiayaan, 

lpembunuhan lmisalnya); 

(3) Hakl untuk tetapl berhubungan dengan l orang ltuanya, 

lkeluarganya. 

Dalaml perkembangannya, perlindungan l terhadap anakl di lbidang 

hukum telahl diatur dalaml Undang-Undangl Nomor 3l Tahun 1997 l tentang 

Pengadilanl Anak yangl diperbarui padal Undang-Undangl Nomor 11 l Tahun 

2012l Tentang Sisteml Peradilan Pidanal Anak. Perlindungan l hukum 

terhadapl anak dil Indonesia telahl diatur dalaml berbagai lperaturan 
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lperundang-undangan, namunl secaral khususl diaturl dalaml lUndang-Undang 

Nomorl 35 Tahunl 2014 Perubahanl Atas lUndang-Undang Nomor l 23 lTahun 

2002 tentangl Perlindungan lAnak. 

Perlindunganl khusus bagi l anak yangl berhadapan denganl hukum, 

anakl yang berkonfllikl dengan lhukum, dan anakl korban tindakl pidana 

lmeliputi: 

a) Perlakuanl atas anakl secara manusiawil sesuai denganl martabat 

danl hak-hakl lanak; 

b) Penyediaanl petugas pendampingl khusus anakl sejak ldini; 

c) Penyediaanl sarana danl prasarana lkhusus; 

d) Penjatuhanl sanksi yangl tepat untukl kepentingan yangl terbaik 

lbagi lanak; 

e) Pemantauanl dan pencatatanl terus-menerusl terhadap 

perkembanganl anak yangl berhadapan ldengan lhukum; 

f) Pemberianl jaminan untukl mempertahankan hubunganl orang ltua 

atau lkeluarga; 

g) Perlindunganl dari pemberitaanl identitas melaluil media lmassa 

dan untukl menghindari llabelisasi. 

Asasl dan tujuanl perlindungan anakl salah satunya l berlandaskan lpada 

prinsipl Konvensi lHak-Hak lAnak, lmeliputi 

1) Nonl diskriminasil 

Dalaml hal inil yang dimaksudl dengan asasl non ldiskriminasi 

adalah semual hak yangl diakui danl terkandung dalaml Konvensi 
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lHak-hak Anakl harus diberlakukanl kepada setiapl anak ltanpa 

pembedaan lapapun. 

2) Kepentingan l yang terbaikl bagi lanak 

Dalaml hal inil yang dimaksudl dengan asasl kepentingan lyang 

terbaik bagil anak adalahl bahwa dalaml semua tindakanl yang 

menyangkut l anak yangl dilakukan olehl pemerintah, lmasyarakat, 

badan legislatifl dan badanl yudikatif, makal kepentingan lyang 

terbaik bagil anak harusl menjadi lpertimbangan. 

3) Hakl untuk lhidup, kelangsungan lhidup, dan lperkembangan. 

Prinsipl ini tercantuml dalam Pasall 6 KHAl ayat l (1):”Negaral-

negaral pihak mengakuil bahwa setiapl anak memilikil hak lyang 

melekat atasl kehidupan.” lAyat (2):” lNegara-negara lpihak 

akan menjaminl sampai batasl maksimal lkelangsungan lhidup.” 

Pesanl dari prinsipl ini sangatl jelas bahwal negara lharus 

memastikan setiapl anak akanl terjamin kelangsungan l hidupnya 

karenal hak hidupl adalah sesuatul yang melekatl dalam ldirinya, 

bukan pemberianl dari negaral atau orangl per lorang. Untuk 

menjaminl hak hidupl tersebut berartil negara harusl menyediakan 

lingkungan l yang lkondusif, sarana danl prasarana hidupl yang 

lmemadai, serta aksesl setiap anakl untuk lmemperoleh 

lkebutuhan-kebutuhan ldasar.27 Dalaml hal inil yang ldimaksud 

dengan asasl hak luntuk, kelangsungan lhidup, dan lperkembangan 

                                                 
27 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 30. 
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adalah hakl asasi yangl paling mendasarl bagi anakl yang 

dilindungil oleh lnegara, pemerintah, lmasyarakat, keluarga, ldan 

orang ltua. 

4) Penghargaanl terhadap lpendapat lanak 

Dalaml hal inil yang dimaksud l dengan asasl penghargaan 

terhadapl pendapat anakl adalah penghormatanl atas lhak-hak 

lanak untuk berpartisipasil dan menyatakanl pendapatnya ldalam 

pengambilan lkeputusan, terutama jika l menyangkut lhal-hal lyang 

mempengaruhi lkehidupannya. Prinsip inil menegaskan lbahwa 

bahwa anakl memiliki otonomil kepribadian. Olehl sebab litu, dia 

tidakl bisa hanyal dipandang dalaml posisi yangl lemah, 

lmenerima, pasif, tetapi l sesungguhnya dial pribadi otonoml yang 

memilikil pengalaman, lkeinginan, imajinasi, lobsesi, dan laspirasi 

yang beluml tentu samal dengan lorang ldewasa. 

 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG INSTRUMEN HUKUM 

INTERNASIONAL BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK 

PIDANA 

1. Pengertian Hukum Internasional 

 Tidak ada pendapat pasti mengenai pengertian hukum 

internasional, para ahli saling mempunyai pendapat yang berbeda-

beda di dalam pengertian dan pemahanan mengenai hukum 

internasional yang berada saat ini. Pengertian para ahli yang berbeda 
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disebabkan karena bedanya acuan serta tujuan dari apa yang hukum 

internasional cakup. Hukum internasional (International Law) 

merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy 

Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris 

yang jenial28. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang 

sama dengan istilah hukum bangsa- bangsa (the law of nations, droit 

des gens)29. 

 Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai kesatuan 

hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan 

kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa 

dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati 

secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.30 

Namun demikian , dari segi praktis, perlu mengingat bahwa hukum 

internasional terutama adalah suatu sistem yang mengatur hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban negara-negara inter se.31 

Namun tujuan utama dari hukum internasional lebih mengarah 

kepada upaya untuk menciptakan ketertiban daripada sekedar 

                                                 
28 Jeremy Bentham, (ed.), Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Basil 

Blackwell, London, 1960.   
29 Istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Brierly, The Law of Nations, Oxford: 

Oxford University Press, 1963 dan Daniel Patrick Moynihan, On the Law of Nations, Cambridge: 

Harvard University Press, l990   
30 Definisi diatas adalah kutipan definisi hukum internasional dari penulis Amerika, 

Profesor Charles Cheney Hyde; lihat Hyde, International Law (2nd edn, 1947) Vol 1, Alenia 1. 

Revised Statement for tge Foreign Relations Law of the United State (1986) dari The American 

Law Institute, memberikan definisi hukum internasional sebagai hukum yang berkaitan dengan 

“tindakan negara-negara dan tindakan organisasi-organisasi internasional, serta hubungan mereka 

inter se, demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang maupun badan hukum”.   
31 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 

1989, hlm. 4   
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menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional yang adil, akan 

tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai 

contoh, dalam kaidah-kaidah tanggung jawab negara mengenai 

penyelewengan keadilan).32 Sehingga secara sederhana hukum 

internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang 

ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara ekslusif.33 

Pengertian ini diwakili oleh pengertian yang diberikan oleh 

Lassa Oppenheim dalam bukunya Treaties on International Law 

edisi pertama tahun 1905. Oppenheim pada halaman 341, ibid., 

menyatakan ‘... the Law of Naations is a Law between States only and 

exculsively, States only and exculsively are subjects of the Law of 

Nations’. Tapi pada edisi berikutnya, terbit pada tahun 1955, yang 

diedit oleh Sir Hersch Lauterpacht pandangan tersebut mengalami 

revisi.   

 

2. Instrumen Hukum Internasional Anak Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana 

Dalaml negaral lhukum, perlindungan l hukuml sangat ldiperlukan 

oleh setiapl warga negara l termasuk lanak. Perlindungan lhukum 

terhadap anakl merupakan upaya l negara untukl melindungi ltunas 

bangsa yangl menjadi generasil penerus bangsa l di masal depan. 

                                                 
32 Ibid, Hal. 6   
33 A. H, Robertson dan J. G. Merrils, Human Rights in the World : An Introduction to the 

Study of the International Protection of Human Rights, Manchester” Manchester University Press, 

1996. hlm. 1-2   
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Perlindunganl hukum tentunya l berkaitan denganl segala macaml aturan 

hukuml yang berlakul dalam lmasyarakat. Perlindungan lhukum 

terhadap seorangl anak sangatl dibutuhkan, karenal seorang lanak 

merupakan individul yang termasukl dalam kelompokl rentan lyang 

masih beluml memiliki kestabilanl dalam berpikirl dan lemosi.  

Anakl memilikil keterbatasan secaral fisik danl mental, makal dari 

itul anak sangatl membutuhkan perlindungan l khusus dan l penanganan 

lkhusus. Prinsip perlindunganl anak dalaml sistem peradilanl pidana 

anakl diatur olehl beberapa konvensil internasional danl peraturan 

lperundang-undangan secaral nasional. Adal beberapa dasarl pemerintah 

Indonesial untuk pelaksanaanl peradilan anakl dan menjadil standar 

penangananl terhadap anakl yang beradal dalam sisteml peradilan 

lpidana, antara llain :  

1. Deklarasil Universal tentangl Hak Asasil Manusia 

(Universall Declaration ofl Human lRights), Resolusi 

Nomorl 217 Al (III) tanggall 10 lDesember l1984;  

2. Konvenanl Internasional tentangl Hak-Hakl Sipil ldan 

Politik (Internationall Convenan onl Civil andl Political 

lRight) Resolusi Majelisl Umum 2200 l Al (XXI) tanggal l 16 

lDesember l1966;  

3. Konvensi l Menentang Penyiksaan l dan Perlakuanl atau 

Penghukumanl Lain yangl Kejam, Tidakl Manusiawi latau 

Merendahkan Martabatl Manusia (Conventionl Againstl 
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Torture and l Other lCruel, Inhuman or l Degrading 

Treatmentl or lPunishment) Resolusi l39/46 Tanggall 10 

Desemberl 1984, yangl telah diratifikasil oleh lPemerintah 

Indonesia dengan l Undang-Undangl Nomor 5l Tahun l1998;  

4. Konvensi l tentang lHak-Hak Anak l (“Conventionl on lthe 

Rights ofl the lchild”) Resolusil Nomor 109l Tahun l1990;  

5. lPeraturan-peraturan Standarl Minimum bagil Perlakuan 

terhadapl Narapidana (Resolusil No.663l Cl (XXIV) 

Tanggal l 31 Julil 1957, Resolusil 2076l (LXII) Tanggal l 13 

lMei l1977);  

6. lPeraturan-peraturan Minimuml Standar lPerserikatan 

Bangsa-Bangsal Mengenai Administrasi l Peradilan lBagi 

Anakl (“The l Beijing lRules”), Resolusil No. l40/33, l1985;  

7. Pedomanl Perserikatan lBangsa-Bangsa dalaml Rangka 

Pencegahanl Tindak Pidanal Remaja Tahunl 1990 (“Unitedl 

Nation Guidelinesl for The l Preventive lof lJuvenile 

lDeliquency, “Riyadhl lGuidelines”), lResolusi 

lNo.45/112.1990; 

 

lInstrumen-instrumenl hukum l internasionall lainnya l diantaranya l 

adalah, Unitedl Nations Standard l Minimum Rulesl for lthe 

Administration ofl Juvenile lJustice, United Nationsl Rules forl the 

Protectionl of Juvenilel Deprived ofl Their lLiberty, United lNations 
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Guidelines forl the Preventionl of Juvenilel Deliquency, Unitedl Nations 

Standardl Minimun Rulesl for the l Administration ofl Juvenile lJustice 

atau disebutl sebagai lperaturan-peraturan minimuml standar lPBB 

mengenai administrasi l peradilan lbagi lremaja.  

Dalaml peraturan ltersebut, penentuan umurl bagi seorangl anak 

ataul remaja ditentukanl berdasarkan sisteml hukum lmasing-masing 

negara. Visil yang ingin l dicapai dalaml peradilan anakl diantaranya 

ladalah, untuk mencapail kesejahteraan anakl dan penjatuhanl pidana 

bagil anak, tidakl harus lbersifat lmenghukum. 

Unitedl Nations Rulesl for thel Protection ofl Juvenile Deprivedl of 

Theirl Liberty ataul biasa disebutl dengan lperaturan-peraturan lPBB 

bagi perlindunganl remaja yangl kehilangan lkebebasannya. Ada 

beberapal hal pokokl dalam peraturanl ini, diantaranya l adalah, lsistem 

peradilan bagil remaja harusl menjunjung tinggi l hak-hakl dan 

keselamatanl serta memajukanl kesejahteraan fisikl dan mentall remaja, 

penjaral harus menjadil alternatif lterakhir, data yangl berkaitan ldengan 

remajal bersifat lrahasia, dan anakl atau remajal yang ditahanl berhak 

untukl memperoleh diantaranya l adalah, lpendidikan, latihan 

keterampilanl dan latihanl kerja, mendapatl perawatan lkesehatan, 

rekreasi, memelukl agama, danl pemberitahuan ltentang lkesehatan. 

Unitedl Nations Guidelinesl for thel Prevention ofl Juvenile 

Deliquencyl atau biasal disebut denganl pedoman PBBl dalam lrangka 

pencegahan tindakl pidana anakl dan lremaja. Ketiga instrumen l tersebut 
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adalahl beberapa sajal diantara banyak l pedoman dalaml hukum 

internasionall sebagai instrumetl hukum perlindunganl anak, 

diantaranya l adalah Resolusil MU-PBBl l44/25tanggall 20 lNopember 

1989 mengenail “Conventionl of thel Rights ofl the lChild”, Resolusi 

ECOSOCl 1990/33l tanggal 24 l Mei 1990l mengenail “Thel Prevention 

ofl Drug Consumptionl Young lPersons”, Resolusi lMU-PBB l45/115 

tanggal l 14 Desemberl 1990 mengenail “Thel Instrumental Use l of 

Childrenl in Criminall Activities”, danl Resolusi Komisil HAM l1994/92 

tanggal l 9 Maretl 1994 lmengenai “Speciall Rapporteur onl the salel of 

lchildren, child lprostitution, and lchild lpornography”. 

 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. 

Dalam perlindungan hukum terhadap anak, perlu kiranya lmemberikan 

definisil terhadapl anakl sehingga l menjadi jelasl tentang batasanl definisi 

terhadapl anak. Adapunl definisi tersebutl antara llain :  

1. lKonvensi lHak  Anak, seorangl anak dalaml arti setiapl manusia lyang 

masih dil bawah umurl delapan belasl tahun kecualil menurut lundang-

undang yangl berlaku padal anak, kedewasaanl dicapai llebih awal34. 

2. lKitab lUndang-Undangl Hukum l lPidana, tidakl memberikan ldefinisi 

secara jelasl tentang lanak, hanya memberikanl definisi ltentang “belum 

cukupl umurl (minderjarig), sertal beberapa definisil yang lmerupakan 

                                                 
34 Pasal 1 Konvensi Hak Anak. 



27 

 

 

bagian ataul unsur daril pengertian anakl yang terdapatl pada lbeberapa 

pasalnya. Dalaml pasal 45l KUHP hanya l menjelaskan lbahwa : 

“Dalaml hal penuntutanl pidana terhadapl orang yangl belum 

dewasal karena melakukanl suatu perbuatanl sebelum umurl enam 

belasl tahun, hakiml dapat lmenentukan: memerintakan lsupaya 

yang bersalahl dikembalikan kepadal orang ltuanya, walinya, 

ataul pemeliharanya, tanpal pidana apal pun; latau 

memerintahkan supayal yang bersalahl diserahkan lkepada 

pemerintah tanpal pidana apal pun, jika l perbuatan lmerupakan 

kejahatan ataul salah satul pelanggaran berdasarkanl pasal l489, 

490, l492, 496, l497, l503-505, l514, 517-l519, 526, l531, 532, l536, 

dan l540, serta beluml lewat dual tahun sejakl dinyatakan 

bersalahl karena melakukanl kejahatan ataul salah lsatu 

pelanggaran tersebutl di latas, dan putusannyal telah lmenjadi 

tetap; ataul menjatuhkan pidanal kepada lyang lbersalah.  

 

Padal pasal 45l KUHP, anak l didefinisikan sebagail anak yangl belum 

dewasal apabila berumurl sebeluml 16 ltahun. 

 

3. lUndang-Undangl Nomor 35l Tahun 2014l Tantang Perubahanl Atas 

lUndang-Undang Nomor l 23 Tahunl 2002 Tentangl Perlindungan lAnak, 

yang dimaksudl dengan seorangl Anak adalahl seseorang yangl beluml 

berusial 18l (delapanl lbelas) ltahun, termasuk anakl yang masihl dalaml 

kandungan35. 

4. lUndang-Undangl Nomor 4l Tahun 1979 l tentang Kesejahteraanl Anak 

dalaml Pasal 1l angka l2, menjelaskan anakl yaitu seseorangl yang 

lbelum mencapai umurl 21 (dual puluh lsatu) tahun danl belum lpernah 

lkawin. 

                                                 
35 Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak 
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5. lUndang-Undangl Nomor 39l Tahun 1999l tentang Hakl Asasi lManusi 

dijelaskan bahwal anak yaitu l setiap manusial yang berusial di bawahl 18 

(delapanl belas) tahunl dan beluml menikah, termasukl anak yangl masih 

dalaml kandungan apabilal hal tersebutl adalah ldemi lkepentingannya.36 

6. lUndang-Undangl Nomor 21l Tahun 2007l Tentang lPemberantasan 

Tindak Pidanal Perdagangan Orangl menyebutkan bahwal anak lyaitu 

seseorang yangl berusia 18l (delapan lbelas) tahun, termasukl anak lyang 

masihl dalam lkandungan.37 

7. lUndang-Undangl Nomor 23l Tahun 2004l Tentang lPenghapusan 

Kekerasan dalaml Rumah Tangga l tidak menjelaskanl batasan llangsung 

anak. Dalaml Pasal 2l ayat 1l yang menyatakanl bahwa lingkupl rumah 

tangga l dalam lundang-undang tersebutl meliputi lsuami, isteri, ldan 

anak;..”. Sehingga l dalam hall ini tidakl ada batasanl umur anakl tersebut 

selagil anak tersebutl masih menjadil lingkup rumahl tangga makal ia 

ldisebut lanak.  

8. Keputusan l Presidenl RI Nomorl 36yaitu setiapl orangl dibawahl usia l 18l 

(delapanl belas) ltahun, kecuali berdasarkanl hukum yangl berlaku 

terhadapl anak, kedewasaanl telah diperolehl sebelumnya. lArtinya, 

yang dimaksudl dengan anakl adalah merekal yang beluml dewasa ldan 

yang menjadil dewasa karenal peraturan tertentul sedangkan lsecara 

mental danl fisik masihl belum ldewasa. 

                                                 
36 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
37 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 
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9. lUndang-Undangl Nomor 11l Tahun 2012l tentang Sisteml Peradilan 

Pidanal Anak, menyebutkanl anak merupakanl anak yangl berhadapan 

denganl hukum yangl terbagi menjadil anak yangl berkonflik ldengan 

hukum, anakl yang menjadil korban tindakl pidana danl anak lyang 

menjadi saksil tindakl pidana38.  

 

Adapunl definisinya l adalahl lsebagai lberikut: 

(a) Pasall 1 angka l 3 menjelaskanl Anak yangl berkonflik ldengan 

Hukum yangl selanjutnya disebut l Anak adalahl anak lyang 

berumur 12l (dua lbelas) tahun, tetapil belum berumurl 18 

(delapanl belas) tahunl yang diduga l melakukan ltindak lpidana. 

(b) Pasall 1 angka l 4 yakni l Anak yangl menjadi lKorban Tindak 

Pidanal yang selanjutnya l disebut Anak l Korban adalahl anak 

yangl belum berumurl 18 (delapanl belas) tahunl yang lmengalami 

penderitaan lfisik, mental, ldan/atau kerugianl ekonomi lyang 

disebabkan olehl tindak lpidana; 

(c) Pasall 1l angka l l5, menyebutkanl bahwa anakl yang menjadil 

sanksi tindakl pidana yangl selanjutnya disebutl anak saksil adalah 

anakl yang beluml berumur 18l (delapan lbelas) tahun yangl dapat 

memberikanl keterangan gunal kepentingan lpenyidikan, 

penuntutan danl pemeriksaan dil sidang pengadilanl tentang lsuatu 

                                                 
38 Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 
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perkara pidanal yang ldidengar, dilihat ldan/atau ldialaminya 

lsendiri. 

10. lUndang-Undang Nomor l 12 Tahunl 1995 tentang lPemasyarakatan 

disebutkanl bahwa anakl pidana yaitul anak yangl berdasarkan lputusan 

pengadilan menjalanil pidana dil LAPAS Anak l paling lamal sampai 

usial 18 (delapanl belas) ltahun.39 

11. Berkenaanl denganl pengaturanl tentangl definisil anak dalaml KUH 

Perdatal ternyata tidakl menjelaskan secara l eksplisit. Akanl tetapi, 

dalaml pasal 330l KUHPerdata lmengatakan, orang belum l dewasa 

adalahl mereka yangl belum mencapail umur genapl 21 (dual puluh lsatu) 

tahun danl tidak lebihl dahulu ltelah lkawin. 

Berkenaanl dalam perspektifl atau bidangl apakah seseorangl dikatakan 

sebagail anak makal akan berdampakl penggunaan peraturanl yang lakan 

dipakai sertal peraturan lainl yang lterkait. Sebagai lcontoh, jika lterdapat 

seseorang anakl melakukan tindakl pidana makal dalam hall ini sesuail denganl 

Undang-Undangl Sisteml Peradilan Pidanal Anak, yangl menjelaskan lbahwa 

seorang anakl yang melakukanl tindak pidanal atau disebutl anak lyang 

berkonflikl adalahl anakl yangl berusial 12l (dua lbelas) tahun, tetapil beluml 

berusia 18l (delapan lbelas) tahun yangl diduga melakukanl tindak lpidana 

sehingga dalaml hal inil mereka menggunakanl Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak untukl melakukanl prosesl lhukum. Jikal  mereka llebih 

                                                 
39 Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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dari usial 18 makal mereka menggunakan l Sistem Peradilanl layaknya lorang 

dewasal yangl lainnya. 

Dalaml undang-undangl mengatur perlindungan l hukum terhadapl anak 

berhadapanl dengan hukuml yaitu terdapatl pada Pasall 38, Pasall 39 danl Pasal 

l40. Penyidikan, lpenuntutan, dan pemeriksaanl di sidangl pengadilan ldengan 

korban ldan/atau saksi l seorang anakl dilakukan denganl memperhatikan 

kepentinganl terbaik anakl dengan tidakl memakai togal dan pakaianl dinas. 

Sidangl dilakukan secaral tertutup luntuk lumum.  

Dalaml proses pemeriksaanl korban ldan/atau saksil anak lwajib 

didampingi olehl orangtua, lwali, orang tual asuh, advokatl atau lpendamping 

lainnya. Proses l pemeriksaan dilakukanl tanpa kehadiranl terdakwa. lDengan 

persetujuan lhakim, proses pemeriksaanl yang dilakukanl dihadapan lpejabat 

yang berwenangl dapat dilakukanl di luarl sidang pengadilanl dengan 

lperekaman. Dalam lundang-undang ini l hanya mengaturl perlindungan 

hukuml terhadap anakl berhadapan denganl hukum sebagail korban ldan/atau 

lsaksi.  

Tidakl terdapat aturanl hukum yangl mengatur perlindunganl hukum 

terhadapl anak berhadapanl dengan hukuml sebagai pelakul tindak lpidana 

trafficking. Hall ini sangatl disayangkan karenal dengan lmelihat 

perkembanganl dewasal inil sangatl banyak l permasalahan hukuml yang 

melibatkanl peran seorangl anak. Denganl tidak adanya l peraturan lhukum 

yang mengaturl hal ltersebut, mengakibatkan terjadi l kekosongan lhukum 

yang terdapatl dalam lUUTPPO.  
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Dengan l tidak adanya l aturan hukuml yang memberikanl perlindungan 

hukuml terhadap anakl sebagai pelakul tindak lpidana , maka sesuail dengan 

asasl legalitas yangl tercantum dalaml Pasal 1l Ayat 1l KUHP lyang 

dirumuskan dalaml bahasa lLatin “Nulum delictum l nulla poenal sine lpraevia 

legi lpoenali” yang dapatl diartikan dalaml bahasa Indonesial yaitu “Tidakl ada 

ldelik, tidak adal pidana tanpal ketentuan pidanal yang lmendahuluinya.” 

Kekosongan hukum l yang terjadil dapat menjadil salah satul faktor 

lpendukung semakin maraknya l tindak pidanal trafficking yangl dilakukan 

olehl seorang lanak, maka denganl adanya kekosongan l hukum inil UUTPPO 

perlul perubahan danl penambahan aturanl yang mengaturl tentang 

perlindunganl hukum terhadapl anak berhadapanl dengan hukum l sebagai 

pelakul tindak lpidana ltrafficking.  

Sementaral belum terdapatnya l aturan dalaml UUTPPO lmengenai 

perlindungan hukuml terhadap anakl berhadapan denganl hukum lsebagai 

pelaku tindakl pidana , makal dalam menanganil permasalahan lhukum 

tersebut harusl menggunakan aturanl hukum yangl telah adal dan berlakul di 

masayarakatl demi memberikanl pemenuhan lhak-hak anakl tersebut. lDalam 

pemenuhan lhak-hak anakl dapat dil terapkan aturanl hukum yangl melindungi 

lhak-hak anakl yaitu lUndang-Undang Nomorl 23 Tahunl 2002 lTentang 

Perlindunganl Anak jol Undang-Undnagl Nomor 35l Tahun 2014l Tentang 

Perubahanl Undang-Undangl Nomor 23l Tahun 2002l Tentang lPerlindungan 

Anak, lundang-undang inil juga harusl diterapkan selamal anak sebagail 

pelaku mulail sebelum prosesl peradilan hinggal proses peradilanl dilakukan, 
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sedangkanl dalam praktikl proses peradilanl pidana anakl harus lmenerapkan 

aturanl UndangUndang Nomor l 11 Tahunl 2012 Tentangl Sistem lPeradilan 

Pidana Anakl yang telahl mengatur segalal aturan prosesl peradilan lpidana 

lkhusus lanak. 

 

 

 

 


